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Abstrak
Keamanan pangan saat ini tidak hanya menjadi subjek penting pada aspek kesehatan masyarakat
dan penyediaan pangan lokal, tetapi juga menjadi isu penting dalam perdagangan komoditas
pertanian nasional maupun internasional. Hal ini karena tidak sedikit komoditas pertanian yang
berpotensi terkena kontaminasi racun yang dapat membahayakan kesehatan. Salah satu komoditas
pertanian tersebut adalah jagung yang rawan terkena cemaran aflatoksin jika tidak dikendalikan
dengan baik. Berdasarkan data Kemenko Bidang Pangan (2025) produksi jagung dalam negeri
pada Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan industri pangan masih sangat rendah yaitu sebesar
27.783 ton dibandingkan kebutuhannya yang mencapai 1,49 juta ton. Kertas kebijakan ini
bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam
rangka meningkatkan produksi jagung di dalam negeri yang rendah aflatoksin. Analisis skoring
alternatif kebijakan dengan skala prioritas mengacu pada metode Bardach. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pertanian jagung rendah aflatoksin
menjadi opsi kebijakan yang terpilih untuk diterapkan pusat bersama dengan pemangku

kepentingan terkait.
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PENDAHULUAN

Keamanan pangan saat ini tidak hanya
menjadi subjek penting pada aspek kesehatan
masyarakat dan penyediaan pangan lokal, tetapi
juga dalam perdagangan pangan nasional dan
internasional. Keamanan pangan merupakan
salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi
dunia, oleh karena itu, berbagai penelitian dan
kajian telah dilakukan banyak institusi baik
pada tingkat lokal maupun internasional untuk
membahas penanganan kekhawatiran
konsumen terkait aspek keamanan pangan.
Urgensi keamanan pangan ini diusung oleh
FAO bersama WHO menjadi tema utama pada
peringatan Hari Kesehatan Dunia (World
Health Day) Tahun 2015 dengan slogan “How
safe your food? From farm to plate, make food
safe” (Shendurse dan Sawale, 2019). Slogan ini
memberikan makna yang bernas bahwasannya
pengawasan aspek keamanan pangan itu sudah
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harus dimulai sejak dari budidaya di lahan
pertanian sampai siap dihidangkan di meja
makan. Tema ini sangat relevan dengan kondisi
di Indonesia karena tidak sedikit produk hasil
pertanian dalam negeri yang dihasilkan juga
terancam kontaminasi racun atau toksin yang
dapat membahayakan kesehatan.

Salah satu komoditas pertanian tersebut
adalah jagung yang rawan terkena cemaran
aflatoksin. Jagung lokal di Indonesia hingga
saat ini masth menghadapi tantangan besar
dalam pemenuhan persyaratan batas cemaran
aflatoksin untuk kebutuhan industri pangan
yakni maksimum 20 ppb (parts per billion)
sebagaimana ditetapkan oleh standar keamanan
pangan nasional dan internasional. Aflatoksin
merupakan senyawa toksik yang dihasilkan
oleh jamur Aspergillus flavus dan A.
parasiticus, yang dapat tumbuh pada jagung
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selama proses penanaman, panen, maupun
penyimpanan dalam kondisi lembap dan suhu
tinggi.

Berdasarkan hasil pengawasan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025,
beberapa pangan olahan untuk anak-anak yang
berbahan baku jagung tidak memenuhi syarat
karena cemaran aflatoksin di atas batas yang
dipersyaratkan (BPOM, 2026). Hal ini jelas
menimbulkan kekhawatiran jika masalah
tersebut tidak segera diatasi. Menurut Wu dan
Khlangwiset (2010) paparan aflatoksin berlebih
pada anak dapat mengakibatkan berkurangnya
berat dan tinggi badan (stunting) pada anak-
anak serta berpotensi menimbulkan gangguan
sistem kekebalan tubuh.

Berdasarkan data Kemenko Bidang
Pangan (2025) produksi jagung dalam negeri
pada Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan
industri pangan masih sangat rendah yaitu
sebesar 27.783 ton dibandingkan kebutuhannya
yang mencapai 1,49 juta ton. Ini menunjukkan
bahwa industri pangan nasional saat ini
menghadapi tantangan berat berupa defisit
bahan baku jagung lokal berkualitas dengan
kadar aflatoksin rendah, yang secara
fundamental berakar pada praktik budidaya di
tingkat hulu yang masih konvensional.
Fenomena ini terjadi karena mayoritas petani
jagung di negara berkembang, termasuk
Indonesia, masih mengandalkan kebiasaan
serta pengalaman empiris turun-temurun
(Metijer, 2014). Ketergantungan pada intuisi
dalam menentukan waktu panen serta metode
pengeringan tradisional yang sering kali
terpapar kelembaban tinggi dan kontaminasi
spora Aspergillus flavus menjadi penyebab
utama rusaknya mutu Dbiologis jagung
(Dharmaputra et al., 2016). Akibatnya,
meskipun secara kuantitas produksi jagung
nasional dapat mencukupi kebutuhan dalam
negeri, secara kualitas fisik dan keamanan
pangan, komoditas tersebut sering kali tidak
memenuhi  spesifikasi kebutuhan industry
pangan yang mensyaratkan kadar aflatoksin di
bawah 20 ppb.
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Budidaya jagung untuk bahan baku
industri pangan yang mensyaratkan kadar
aflatoksin yang rendah memerlukan penerapan
Good Agricultural Practice (GAP) atau praktik
budidaya pertanian yang baik (Sidqi dan
Adetya, 2024). Hal ini dikarenakan petani
umumnya belum menerapkan praktik budidaya
jagung yang baik dan hanya berdasarkan
kebiasaan ataupun pengalaman sebelumnya
serta kurang memperhatikan aspek pengelolaan
budidaya jagung (Ardiani, 2009; Nguyen et.al,
2018). GAP merupakan pedoman dan praktik
proses budidaya pertanian yang menerapkan
teknologi, ramah lingkungan dan berkelanjutan
dalam rangka mengurangi risiko kontaminasi
pangan, keberlanjutan dan peningkatan aspek
ekonomi. GAP merupakan rangkaian proses
dari budidaya sampai ke pascapanen.

Pengabaian standar GAP oleh petani bukan
hanya masalah teknis, melainkan juga dipicu
oleh ketiadaan insentif ekonomi yang nyata di
tingkat pasar lokal, di mana harga jual jagung
sering kali disama-ratakan tanpa memandang
tingkat cemaran aflatoksin (Rahayu, 2003;
Unnevhr dan Grace, 2013). Hal ini memperkuat
perilaku  pragmatis petani untuk tetap
menggunakan metode pascapanen yang cepat
dan murah seperti pemipilan paksa yang
merusak biji (kernel), yang merupakan pintu
masuk utama infeksi jamur.

Dalam rangka menghasilkan jagung
rendah aflatoksin yang memenuhi persyaratan
sebagai bahan baku industri pangan dihadapkan
pada kendala infrastruktur dan sarana yang
memadai (Aldillah, 2017; Ardiani, 2009). Hal
ini karena kebanyakan petani jagung dalam
negeri mempunyai keterbatasan infrastruktur
dan sarana. Aspek penanganan pascapanen
keberadaannya sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan infrastruktur (Gunasekera et.al,
2017). Infrastruktur pertanian menjadi salah
satu elemen penting dalam peningkatan
produksi pangan nasional (Melia et. al, 2023).
Peran infrastruktur memegang peran penting
dalam pengembangan agribisnis jagung
(PSEKP, 2018; Prasetyo et al, 2024),

ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)



Yol.6 No.2 September 2026

khususnya jagung yang digunakan sebagai
sumber bahan baku industri pangan. Hal ini
karena jagung untuk industri pangan
membutuhkan kecepatan dalam penanganan
pascapanen dalam rangka menekan kadar
aflatoksin.

Berdasarkan hal diatas, dapat diambil
kesimpulan bahwa problem statement dari
sejumlah pangan olahan dengan bahan baku
jagung tidak memenuhi syarat batas cemaran
aflatoksin adalah petani masih
membudidayakan jagung hanya berdasarkan
kebiasaan dan belum diterapkannya GAP serta
adanya keterbatasan infrastruktur dan sarana
pascapanen.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih
lanjut terkait regulasi dan kebijakan guna
memperkuat dukungan terhadap kecukupan
produksi jagung pangan dalam negeri,
khususnya untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku industri pangan. Penulisan kertas
kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan arah
dan opsi kebijakan yang paling sesuai untuk
pemerintah  guna mengatasi tinggginya
permintaan impor jagung pangan untuk
pemenuhan kebutuhan industri pangan. Dengan
demikian, kebijakan yang  dirumuskan
diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan
industri pangan dengan potensi produksi jagung
nasional secara berkelanjutan, sekaligus
mendukung agenda strategis pemerintah dalam
mewujudkan swasembada pangan, khususnya
pemenuhan komoditas jagung untuk industri
pangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam melakukan
penulisan kertas kebijakan ini adalah dengan
menggunakan pendekatan analisis kebijakan
secara deskriptif-analitis dengan tujuan untuk
dapat mengidentifikasi dan menetapkan akar
masalah rendahnya produksi jagung rendah
aflatoksin dalam negeri untuk bahan baku
industri  pangan. Pendekatan 1ini dipilih
dikarenakan permasalahan yang dikaji bersifat
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struktural dan melibatkan keterkaitan dari hulu
ke hilir.

Metode analisis  dilakukan  melalui
penelusuran masalah berjenjang (problem tree
analysis) yang kemudian dikombinasikan
dengan metode skoring prioritas masalah. Pada
tahap awal, perumusan isu utama kemudian
dilanjutkan dengan mengidentifikasi 3 masalah
utama. Untuk menentukan satu masalah utama,
digunakan metode USG (Urgency, Seriousness,
and Growth). Metode ini diterapkan pada setiap
penyebab masalah yang telah teridentifikasi
untuk menilai tingkat urgensi penanganan,
besarnya dampak yang ditimbulkan, serta
potensi perkembangan masalah apabila tidak
segera diintervensi. Melalui skoring USG ini,
penyebab masalah dengan nilai tertinggi
ditetapkan sebagai faktor dominan yang
berpengaruh. Selanjutnya, dilakukan pemetaan
masalah, penyebab masalah level 1, level 2,
hinga level 3, untuk menggambarkan hubungan
sebab akibat yang menyebabkan rendahnya
produksi jagung rendah aflatoksin dalam negeri
untuk bahan baku industri pangan.

Metode pengumpulan data pada kertas
kebijakan ini menggunakan metode kualitatif
dengan studi literatur dan analisis deskriptif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan
inventarisasi data yang dibutuhkan serta
pengumpulan bahan pendukung yang relevan
dengan topik ini. Bahan pendukung ini meliputi
berbagai peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang,  Peraturan = Pemerintah,
Peraturan Menteri, dan peraturan lain yang
relevan. Selain itu, data juga dikumpulkan dari
laporan instansi dan wawancara untuk
pendalaman informasi. Selanjutnya dilakukan
perumusan kerangka berpikir yang menjadi
dasar dalam analisis kebijakan. Tahapan
selanjutnya adalah perumusan alternatif
kebijakan dengan pendekatan teori. Proses
penentuan alternatif kebijakan menggunakan
metode yang dikembangkan oleh Bardach
(2012). Pemilihan prioritas dari masing-masing
alternatif kebijakan menggunakan penilaian
scoring oleh key person dari lingkup Ditjen
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Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
berdasarkan aspek efektifitas, efisiensi dan
dampak jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan pangan merupakan parameter
krusial ~dalam  pembangunan kesehatan
masyarakat yang secara teoretis dipahami
sebagai  ketiadaan bahaya yang dapat
menyebabkan gangguan kesehatan pada
konsumen (Marriott et. al., 2018).

Konsep keamanan pangan didefinisikan
sebagai semua kondisi yang harus dipenuhi dan
tindakan yang harus diambil di semua tahapan
produksi atau distribusi pangan untuk
menjamin kesehatan dan kehidupan manusia.
Dalam pendekatan holistik tanggung jawab
terhadap keamanan pangan ini terletak pada
produsen, pengolah, distributor, dan konsumen
(Adamczyk dan Marszatek, 2025). Pendekatan
serupa disajikan dalam Codex Alimentarius
Internasional, dimana keamanan pangan
didefinisikan sebagai semua faktor yang
memastikan makanan aman bagi kesehatan dan
kehidupan manusia, asalkan disiapkan dan/atau
dikonsumsi dengan benar sesuai dengan tujuan
penggunaannya. Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian
(FAO) memandang hal tersebut dengan cara
yang serupa sebagai langkah-langkah yang
bertujuan untuk  menghilangkan  risiko
kesehatan yang timbul dari konsumsi makanan.
Hal ini mencakup prosedur yang tepat di semua
tahapan rantai makanan mulai dari budidaya,
penanganan dan penyimpanan, hingga siap
dikonsumsi dengan cara yang mencegah infeksi
dan kontaminasi.

Dalam lanskap hukum Indonesia, prinsip
ini telah dilembagakan melalui UU Nomor 18
Tahun 2012, yang menggeser paradigma
pangan dari sekadar pemenuhan kebutuhan
dasar menjadi perlindungan hak asasi yang
komprehensif.

Pada  sektor pertanian,
keamanan pangan menjadi

pentingnya
sangat  vital
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mengingat produk hasil pertanian merupakan
titik awal (entry point) dari seluruh rantai pasok
pangan. Produk pertanian secara alami terpapar
pada berbagai risiko kontaminasi, baik dari
tanah, air irigasi, maupun polutan lingkungan
(Hussain & Gooneratne, 2017). Implementasi
standar keamanan pangan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2019 menjadi mandat utama bagi produsen
untuk memitigasi risiko cemaran biologis dan
kimia sejak di lahan produksi. Tanpa intervensi
kebijakan yang berbasis manajemen risiko pada
produk segar ini, upaya hilirisasi pangan yang
diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun
2018 akan kehilangan efektivitasnya, terutama
dalam menghadapi ancaman yang serius seperti
akumulasi mikotoksin (termasuk aflatoksin)
yang kerap menyerang komoditas unggulan
pertanian.

Kebijakan keamanan pangan di Indonesia
menunjukkan adanya transformasi regulasi
yang signifikan, beralih dari sekadar
pengaturan komoditas menjadi perlindungan
hak asasi manusia atas keamanan pangan.
Evolusi ini terlihat dari empat instrumen hukum
utama yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang pangan, Undang - Undang Nomor
18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
keamanan pangan, dan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun
2018 tentang batas maksimum cemaran kimia
dalam pangan olahan.

Secara historis, UU Nomor 7 Tahun 1996
tentang pangan merupakan regulasi pertama
yang meletakkan dasar sistem pangan dengan
penekanan pada ketersediaan dan peran
ekonomi pangan. Namun, dinamika globalisasi
dan desentralisasi mendorong lahirnya UU
Nomor 18 Tahun 2012 yang menggantikannya.
UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan
mendefinisikan keamanan pangan sebagai
kondisi dan upaya untuk mencegah cemaran
biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
membahayakan  kesehatan  serta  tidak
bertentangan dengan agama dan budaya
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(prinsip halal). Sebagai aturan pelaksana, PP
Nomor 86 Tahun 2019 memberikan landasan
teknis yang lebih komprehensif mengenai
pengendalian risiko di sepanjang rantai pangan
mulai dari produksi, penyimpanan,
pengangkutan, hingga peredaran. Peraturan ini
melarang peredaran pangan tercemar yang
mengandung bahan beracun atau cemaran yang
melampaui  ambang  batas  maksimal.
Implementasi teknis terhadap batas cemaran
kimia diatur secara spesifik dalam Peraturan
BPOM Nomor 8 Tahun 2018. Kebijakan ini
merupakan respon terhadap perkembangan
ilmu  pengetahuan  untuk  melindungi
masyarakat dari risiko kesehatan jangka
panjang akibat paparan bahan kimia berbahaya

dalam pangan olahan. Dalam konteks
manajemen  risiko, aflatoksin  menjadi
parameter kritis karena sifatnya yang

karsinogenik. Berdasarkan kerangka regulasi
ini, aflatoksin dikategorikan sebagai cemaran
kimia (mikotoksin) yang harus dikendalikan
secara ketat. PP Nomor 86 Tahun 2019 bahkan
menempatkan beberapa kasus sebagai contoh
kedaruratan ~ keamanan  pangan  yang
memerlukan koordinasi lintas sektor. Oleh
karena itu, kepatuhan terhadap batas
maksimum aflatoksin yang ditetapkan oleh
BPOM menjadi syarat mutlak bagi pelaku
usaha untuk menjamin produknya aman
dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan
nasional. Regulasi pertama kali di Indonesia
yang mengatur tentang batasan aflatoksin
dikeluarkan pada Tahun 2004 yaitu Peraturan
Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.1.4057
tahun 2004 tentang batas maksimum aflatoksin
pada produk pangan. Pada Tahun 2009 Badan
Standarisasi Nasional (BSN) menerbitkan SNI
7385:2009 tentang batas maksimum cemaran
mikotoksin dalam pangan. Regulasi-regulasi ini
memberikan koridor jaminan keamanan pangan
untuk produk pertanian yang dikonsumsi
manusia, termasuk jagung untuk konsumsi
industri yang aman untuk dikonsumsi manusia
(food grade).

Sebagai negara agraris, Indonesia banyak
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menghasilkan komoditas pertanian, salah
satunya adalah jagung. Jagung merupakan
komoditas tanaman pangan utama yang
mempunyai peran strategis dalam ketahanan
pangan dan ekonomi masyarakat. Komoditas
jagung dimanfaatkan sebagai bahan pangan
pokok, bahan pakan ternak dan bahan baku
industri pangan. Diperkirakan sekitar 80%
produksi jagung nasional digunakan untuk
memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dan
selebihnya untuk bahan baku industri pangan,
benih dan dikonsumsi langsung (Pusdatin,
2024).

Berdasarkan data BPS produksi jagung
Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 15,4
juta ton pipilan kering, sedangkan impor jagung
untuk memenuhi kebutuhan industri pangan
adalah sebesar 1,49 juta ton. Masih tingginya
impor jagung sebagai bahan baku industri
pangan disebabkan masih rendahnya produksi
jagung yang memenubhi kriteria industri pangan
seperti kadar air dan kadar aflatoksin. Menurut
data Kemenko Bidang Pangan (2025) kuantitas
jagung dalam negeri yang diserap industri
pangan nasional adalah baru sebesar 27.783 ton
pipilan kering. Salah satu tantangan utama
dalam pengembangan jagung pangan di
Indonesia dan negara-negara berkembang
adalah masalah kadar aflatoksin pada jagung.

Indonesia secara astronomis terletak di
6°LU — 11°LS dan 95°BT — 141°BT. Hal ini
membawa pengaruh Indonesia mempunyai
iklim tropis, terdapat dua musim, dan memiliki
suhu dan kelembaban udara yang tinggi.
Mengutip data Globaldatalab.org (2025) rata-
rata temperatur udara di Indonesia dari tahun
2010-2022 adalah 25,62°C dan rata-rata
kelembaban udara di Indonesia dari tahun
2010-2022 adalah 83,56% yang termasuk pada
klasifikasi kelembaban tinggi. Menurut Nino
dan Neonbeni (2020) sistem pertanian di daerah
beriklim tropis yang mempunyai suhu dan
kelembaban tinggi, umumnya menghasilkan
komoditas pertanian yang rentan terhadap
jamur penghasil aflatoksin.

Jagung merupakan salah satu komoditas
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pertanian yang mempunyai masalah pada saat
penanganan pascapanen yaitu kontaminasi
aflatoksin. Kontaminasi aflatoksin disebabkan
oleh cendawan Aspergillus flavus akibat
kandungan air dalam biji jagung yang tinggi.

Aflatoksin  merupakan  salah  satu
mikotoksin yang paling penting dan berbahaya.
Saat ini sudah 60 tahun berlalu sejak
penemuannya pada tahun 1960. Aflatoksin
merupakan salah satu dari lima mikotoksin
terpenting di bidang pertanian (IARC, 1993;
Miller, 1995; Winter dan Pereg, 2019). Secara
kimia, Aflatoksin adalah turunan
difuranokumarin dengan gugus bifuran yang
terikat pada inti kumarin dan cincin pentanon
(dalam kasus aflatoksin B) atau cincin lakton
(dalam kasus aflatoksin G). Terdapat lebih dari
20 Aflatoksin yang diketahui, namun yang
paling umum adalah aflatoksin B1, aflatoksin
B2, aflatoksin G1, dan aflatoksin G2, di mana
aflatoksin B1 merupakan jenis aflatoksin utama
pada komoditas tanaman pangan seperti
jagung. Aflatoksin M1 dan M2 adalah
metabolit terhidroksilasi dari aflatoksin B1 dan
aflatoksin B2 (Giray et. al, 2007).

Aflatoksin merupakan senyawa yang
sangat toksik, hepatotoksik, imunosupresif,
mutagenik, teratogenik, dan karsinogenik.
Badan Internasional untuk Penelitian Kanker
(IARC) mengevaluasi karsinogenisitas
aflatoksin yang terjadi secara alami (AFBI,
AFB2, AFG1, dan AFG2) sebagai Grup 1 yaitu
bersifat karsinogenik bagi manusia (IARC,
1987). Karena alasan ini, aflatoksin perlu
dipantau dan konsentrasinya dalam makanan
harus dijaga pada tingkat serendah mungkin.
Paparan akut terhadap dosis tinggi dapat
menyebabkan muntah, sakit perut, dan bahkan
kematian, sedangkan paparan kronis terhadap
dosis rendah dapat menyebabkan kanker hati
(Etzel, 2002) yang umumnya dianggap sebagai
dampak paling signifikan dari aflatoksin
terhadap kesehatan manusia (Peraica et. al.,
1999). Diperkirakan aflatoksin berkontribusi
sebesar 4,6% - 28,2% dari semua jenis kanker
hati (karsinoma hepatoseluler) global.
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Salah satu sebab aflatoksin  sulit
dikendalikan karena seringkali aflatoksin tidak
terdeteksi disebabkan sifatnya yang tidak
berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa,
konsumen tidak dapat mendeteksi aflatoksin
dan menyebabkan bahaya bagi kesehatan
penduduk  (Udomkun et. al, 2017).
Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi
aflatoksin secara langsung atau produk hewani
yang sebelumnya diberi pakan yang
terkontaminasi aflatoksin, dapat
mengakibatkan pelemahan kekebalan tubuh,
perlambatan  pertumbuhan, dan  bahkan
kematian (Gieseker, 2004; Probst et. al., 2010;
Kamala et. al., 2018).

Hasil penelitian Fitriati et.al (2021)
menyebutkan bahwa mutu jagung di Indonesia
masih variatif. Berdasarkan data yang diambil
pada tahun 2017-2019 dengan metode stratified
random sampling diperoleh hasil kandungan
alatoksin pada jagung ditemukan pada kisaran
0,05 sampai 976 ppb dan jumlah sampel yang
mengandung aflatoksin di atas 150 ppb
sebanyak 5 %. Namun pada penelitian ini tidak
disampaikan informasi jumlah sampel yang
mengandung aflatoksin di atas 20 ppb (batas
maksimum untuk jagung untuk industri
pangan).

Tingginya kadar aflatoksin pada pangan
olahan berbahan baku jagung sering kali
berakar pada praktik budidaya tradisional yang

hanya mengandalkan kebiasaan  tanpa
pemahaman teknis yang memadai. Banyak
petani di negara berkembang masih
menerapkan  praktik  pascapanen  yang
suboptimal,  seperti  pengeringan  tanpa
menggunakan alas, penggunaan metode

perontokan tradisional yang berisiko merusak
butiran, serta penyimpanan dalam kondisi
panas dan lembap yang memicu pertumbuhan
jamur Aspergillus flavus (Beyene et. al, 2016).
Kebiasaan ini bertolak belakang dengan prinsip
Good Agricultural Practices (GAP) yang
menekankan langkah-langkah preventif mulai
dari tahap pra-panen hingga konsumsi,
termasuk rotasi tanaman, pengolahan tanah
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yang tepat, kecukupan pengairan, serta
pengendalian hama dan kelembapan secara
konsisten. Abdallah et.al (2018) menambahkan
kebanyakan petani tidak menyadari bahaya
mikotoksin dan aflatoksin, dimana mayoritas
merupakan petani kecil yang mempraktikkan
pertanian secara tradisional.

Di negara-negara berkembang di Afrika
dan Asia, lebih dari 5 miliar penduduk
berpotensi terpapar produk yang
terkontaminasi dengan kandungan aflatoksin
melebihi batas yang diizinkan karena
kurangnya pemeriksaan dalam pengujian
sampel serta masalah regulasi keamanan
pangan (Williams et. al., 2004). Bersumber dari
adanya masalah kesehatan yang disebabkan
oleh cemaran aflatoksin, negara-negara maju
telah memberlakukan peraturan yang ketat
untuk distribusi komoditas pangan yang
terkontrol dari negara lain serta produk lokal
dalam negeri (Benkerroum, 2020).

Wabah besar akibat cemaran aflatoksin
dilaporkan terjadi di negara bagian Gujarat dan
Rajasthan di India pada tahun 1974, yang
mengakibatkan sekitar 106 kematian. Wabah
tersebut berlangsung selama 2 bulan dan terjadi
pada masyarakat yang makanan pokok
utamanya jagung yang mengandung aflatoksin
sebagai akibat kontaminasi dari cendawan 4.
flavus (Kumar et.al.,, 2017). Wabah paparan
aflatoksin besar kemudian terjadi di Kenya
pada tahun 2004 yang mengakibatkan korban
jiwa sebanyak 125 orang yang terjadi karena
konsumsi jagung hasil pertanian rumah tangga
yang terkontaminasi cendawan A. flavus.
Dilaporkan kadar aflatoksin B1 pada sampel
jagung pada lokasi kejadian sebesar 4400 ppb
atau 220 kali lebih tinggi dari batas yang
ditentukan 20 ppb (Azziz-Baumgartner et.al,
2005).

Kendala terbesar muncul pada tingkat
regulasi antara negara maju dan negara
berkembang. Negara-negara maju telah
memiliki aturan dan regulasi yang ketat untuk
melindungi masyarakat dan juga hewan dari
paparan aflatoksin komoditas pangan, dengan
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memeriksa dan menyaring produk impor dan
produk  lokal. = Namun, negara-negara
berkembang yang memproduksi sejumlah
komoditas gagal membuat regulasi yang tepat
atau menerapkannya. Situasi ini menyebabkan
masalah karena negara eksportir dari negera
berkembang gagal memperoleh pendapatan
dari hasil pertaniannya, sedangkan negara
pengimpor juga menghadapi permasalahan
karena tidak bisa memenuhi permintaan dalam
negeri karena tidak tersedianya produk yang
aman dari aflatoksin (Van Egmond dan Jonker,
2004).

Aflatoksin dapat  mengkontaminasi
tanaman baik sebelum maupun setelah panen.
Namun, beberapa kondisi menyediakan faktor
predisposisi untuk pertumbuhan Aspergillus
flavus, seperti kondisi lingkungan kering pada
awal kematangan tanaman, kadar air yang
tinggi pada biji-bijian, pengeringan komoditas
yang tidak memadai, dan fasilitas penyimpanan
yang tidak memadai (Stepman, 2018). Di Asia,
tanaman pangan secara luas terpapar
kontaminan pada berbagai tahap, dari tingkat
pertanian hingga tingkat konsumsi, karena
kurangnya pemahaman dan kesadaran akan
masalah kesehatan yang terkait dengan
kontaminan tersebut. Kontaminasi dimulai
pada saat panen, berlanjut pada penyimpanan,
bertambah pada tingkat produksi, dan akhirnya
terakumulasi pada tingkat distribusi.

Sejak penemuannya, aflatoksin tetap
menjadi masalah keamanan pangan yang terus-
menerus dan terus menimbulkan kekhawatiran
risiko bagi kesehatan manusia dan hewan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika
Serikat (FDA) menganggap aflatoksin sebagai
kontaminan yang tidak dapat dihindari dalam
makanan (Wood, 1992). Oleh karena itu,
negara dan badan internasional memberlakukan
peraturan  untuk  meminimalkan  kadar
aflatoksin dalam makanan dan pakan (Williams
et al., 2004).

Pengembangan dan pelembagaan

peraturan keamanan pangan memerlukan
pertimbangan menyeluruh baik faktor ilmiah
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maupun sosioekonomi. Faktor ilmiah, termasuk
ketersediaan data toksikologi dan paparan
manusia, pengambilan sampel, dan kapasitas
analitis, sangat penting untuk pengembangan
peraturan terkait aflatoksin dan keamanan
pangan lainnya. Faktor-faktor sosioekonomi
seperti ketahanan pangan, peraturan yang ada di
negara mitra dagang, tingkat perkembangan
suatu negara atau wilayah, dan jenis sistem
pangan di suatu negara sama pentingnya dalam
memformulasi peraturan untuk melindungi
konsumen dari makanan yang terkontaminasi
(FAO, 2004).

Secara global, sekitar 120 negara telah
memberlakukan peraturan batasan kadar
aflatoksin yang diperbolehkan dalam makanan
manusia dan pakan ternak. Beberapa negara
menetapkan batasan untuk empat jenis
aflatoksin yang paling menonjol dalam
makanan yaitu aflatoksin B1, B2, G1, dan G2.
Misalnya, AS menetapkan batas maksimum 10
dan 20 ppb untuk jumlah keempat jenis
aflatoksin (total aflatoksin). Sebaliknya, Uni
Eropa yang memiliki batasan yang lebih rendah
untuk kombinasi aflatoksin makanan yang
berbeda memiliki batas maksimum 2 dan 4 ppb
untuk aflatoksin B1 dan total aflatoksin dalam
jagung dan kacang tanah (European
Commission, 2006).

Jagung untuk industri pangan secara
internasional menggunakan kode Harmonized
Sistem (kode HS) 10059091 yaitu jagung selain
jagung brondong yang layak dikonsumsi
manusia. Jenis industri pangan di Indonesia
yang memerlukan bahan baku jagung yang food
grade adalah (a). Industri makanan ringan, (b).
Industri Corn Grits, (c). Industri Makanan dan
Minuman Terintegrasi dengan Peternakan, (d).
Industri Etanol, dan (e). Industri Pati Jagung. Di
antara kelima jenis industri yang paling besar
yang menggunakan bahan baku jagung food
grade adalah industri pati jagung. Spesifikasi
jagung yang dibutuhkan oleh industri pangan
adalah jagung yang mempunyai kadar air
maksimum 14%, kadar aflatoksin maksimum
20 ppb, kadar pati di atas 67%, dan daya
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berkecambah (germination rate) di atas 70%.

Menurut Dickerson (2008) terdapat tujuh
jenis jagung berdasarkan variasi endosperma
biji yaitu tipe dent (gigi kuda), flint (mutiara),
sweet (manis), flour (tepung), pop (brondong),
pod (tunika) dan waxy (ketan). Jagung tipe dent
merupakan jenis yang banyak digunakan oleh
industri pangan, jagung ini mempunyai
corneous, endosperma keras pada sisi samping
dan bawah biji dengan endosperma lunak di
bagian tengah. Lapisan tepung halus terdapat
pada sisi atas biji dan memiliki lekukan di ujung
biji ketika mengering. Tingginya proporsi
endosperma lunak pada kernel jagung
menjadikan jenis jagung tipe dent ini cocok
digunakan di industri pangan.

Selama ini, kebutuhan untuk jagung
industri pangan mayoritas didatangkan dari luar
negeri yaitu dari Argentina, Brazil, Australia,
dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan
masih sediktnya produksi jagung dalam negeri
dengan  spesifikasi  tersebut di  atas.
Ketersediaan benih jagung yang memenuhi
spesifikasi jagung pangan yang masih terbatas
pada lima varietas. Berdasarkan informasi dari
BRMP Tanaman Serealia di Maros, jenis
varietas unggul jagung vyang memiliki
kandungan pati di atas 67% yang sesuai
spesifikasi dari industri pengolahan jagung
adalah Varietas Srikandi Putih (kandungan pati:
70,31%), Varietas Srikandi Kuning (kandungan
pati:  70,21%), Varietas Srikandi Ungu
(kandungan pati: 70,34%), Varietas Provit Al
(kandungan pati: 68,71%), dan Varietas Jakarin
1 (kandungan pati: 69,20%).

Sesuai dengan hasil Rakortas pada 16
Desember 2025 bahwa mulai tahun 2026
Indonesia akan mengurangi jumlah importasi
jumlah  jagung pangan dengan mulai
mengembangkan jagung pangan (jagung
rendah aflatoksin) di dalam negeri secara
bertahap. Pada tahap awal pengembangan
jagung pangan diarahkan untuk pengembangan
jagung rendah aflatoksin (maksimal 20 ppb)
dengan kadar air maksimal 14%, kemudian
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pada tahap selanjutnya untuk pemenuhan
jagung tinggi kadar pati dan daya berkecambah.

Sampai dengan saat ini masalah utama di
lapangan adalah pengendalian aflatoksin pada
jagung. Hal ini dikarenakan sebagian besar
petani, pedagang pengumpul jagung dan
stakeholder lainnya masih belum mengetahui
potensi bahaya aflatoksin yang melebihi
ambang batas jika dikonsumsi pada manusia
dan belum mengetahui metode pengendalian
aflatoksin pada jagung. Perlunya bimbingan
dan penyuluhan dari instansi terkait mengenai
teknik budidaya jagung. Petani hanya
mengandalkan pengalaman yang dimiliki
dalam membudidayakan jagung. Hal ini
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan petani
yang rendah (Nikmah et. al., 2013; Winarso,
2012).

Pengembangan jagung pangan di dalam
negeri ini menghadapi banyak tantangan. Hal
ini dikarenakan kebanyakan petani masih
melakukan praktik budidaya pertanian jagung
dengan kurang baik. Karakteristik petani yang
beragam dan jagung dibudidayakan pada lahan
yang kurang optimal dengan pengairan tadah
hujan (lahan suboptimal). Seperti yang
disampaikan oleh Anggraeni (2015) bahwa di
lapangan masih terjadi fenomena panen jagung
sebelum waktunya (panen muda), tanpa
memperhatikan kadar air. Menurut Abdullahi
dan Dandago (2021) kontaminasi aflatoksin
pada jagung umumnya diakibatkan oleh praktik
budidaya pertanian. Petani melaksanakan
kegiatan pemanenan hanya berdasarkan
penampakan visual tanaman dan berdasarkan
pengalaman yang dimiliki petani, tidak
memperhatikan kadar air dan kadar aflatoksin
pada jagung. Hal ini disebabkan masih
terbatasnya alat pengukur kadar air yang
dimiliki petani maupun kelompok tani dan juga
keterbatasan jumlah alat pengukur kadar

aflatoksin.
Kebutuhan industri terhadap jagung
pangan  memerlukan  kontuinitas  dan

keseragaman produk. Industri jagung perlu
bahan baku jagung pangan yang standar dan
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berkualitas. Hal ini menjadi tantangan bagi
pengembangan  jagung pangan  karena
karakteristik petani jagung yang beragam dan
umumnya dibudidayakan pada lahan yang tidak
terlalu luas serta terpisah-pisah. Hanya pada
wilayah-wilayah tertentu tanaman jagung
ditanam pada hamparan yang luas dan topografi
dataran. Perlunya ada identifikasi wilayah-
wilayah potensial untuk pengembangan jagung.
Ini dikarenakan untuk mendapatkan jagung
yang mempunyai kadar aflatoksin rendah
idealnya panen dalam Dbentuk pipilan
menggunakan mesin pemanen corn combine
harvester dan maksimal 4 jam setelahnya harus
segera dikeringkan di vertical dryer untuk
menghindari peningkatan kadar aflatoksin.

Kadar aflatoksin pada jagung berkaitan
erat dengan  penanganan  pascapanen.
Ketersediaan alsintan pengeringan (dryer) dan
sarana penyimpanan seperti silo menjadi
prasyarat utama dalam pengendalian aflatoksin.
Ini sejalan dengan hasil penelitian Pitt et.al
(2013) bahwa peningkatan aflatoksin umumnya
terjadi  pada tahap pengeringan  dan
penyimpanan. Faktor utama yang
mengakibatkan kontaminasi aflatoksin adalah
kesalahan waktu dan metode pemanenan,
pengeringan yang tidak sesuai, kapasitas
penyimpanan (silo) yang tidak mencukupi dan
prosesing yang tidak sesuai standar (Abdullahi
dan Dandago, 2021). Rafiq etal (2025)
menjelaskan kurangnya fasilitas penyimpanan
modern dan teknologi pascapanen
menyebabkan  produk agribisnis  rentan
terhadap kerusakan yang dapat mengurangi
kualitas dan harga jualnya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas,
maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan
agar pengembangan jagung rendah aflatoksin
sebagai bahan baku industri pangan dapat
berjalan dengan baik dengan
mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan
dampak jangka panjang, maka ditetapkan
beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Good Agricultural
Practices (GAP) jagung industri pangan
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Indonesia telah memiliki regulasi berupa
Undang-Undang yang mengatur tentang
pangan yaitu UU No 18 Tahun 2012, regulasi
mengenai keamanan pangan yaitu Peraturan
Pemerintah No 86 Tahun 2019, regulasi
turunan yang mengatur tentang batas cemaran
aflatoksin dalam pangan yaitu Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan No 8 Tahun 2018
dan Peraturan Badan Pangan Nasional No 10
Tahun 2024. Di atas merupakan regulasi yang
mengatur tentang pangan, keamanan pangan
dan batas cemaran dalam pangan, sehingga
pangan yang dikonsumsi tidak membahayakan
manusia.

Penguatan regulasi Good Agricultural
Practices (GAP) merupakan pilar utama dalam
strategi mitigasi kontaminasi aflatoksin pada
jagung guna melindungi kesehatan publik dan
meningkatkan akses pasar global. Berdasarkan
studi literatur, aflatoksin adalah senyawa
karsinogenik  yang  produksinya  sangat
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan selama
fase pra-panen hingga penyimpanan. Oleh
karena itu, regulasi yang hanya berfokus pada
hasil akhir (standar ambang batas) sering kali
tidak cukup jika tidak disertai dengan
penerapan standar budidaya yang ketat di
tingkat petani.

Penguatan regulasi GAP memastikan
bahwa setiap tahapan produksi jagung
mengikuti prosedur ilmiah untuk menekan
pertumbuhan jamur Aspergillus flavus. Hal ini
mencakup pemilihan varietas yang tepat,
manajemen waktu tanam yang tepat untuk
menghindari cekaman kekeringan, serta
pemupukan yang optimal. Implementasi GAP
ini dapat mengurangi konsentrasi aflatoksin
secara signifikan sebelum jagung masuk ke
rantai pasok industri. Hal ini sangat penting
karena standar keamanan pangan yang ketat
tanpa dukungan praktik budidaya yang baik
justru dapat memicu munculnya pasar informal,
di mana produk yang ditolak oleh industri
pangan formal tetap dikonsumsi oleh
masyarakat karena tidak adanya alternatif.
Secara global, harmonisasi regulasi GAP
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antarnegara menjadi krusial dalam jaringan
perdagangan jagung. Perbedaan standar
regulasi antarnegara sering kali menciptakan
hambatan dagang dan mengalihkan komoditas
terkontaminasi ke wilayah dengan pengawasan
dan regulasi yang lebih lemah. Dengan
memperkuat aspek hukum dan pendampingan
teknis dalam GAP, pemerintah dapat menjamin
bahwa jagung yang diproduksi memenuhi
persyaratan keamanan internasional.

Regulasi eksisting tentang GAP di
Indonesia adalah Permentan Nomor 48 Tahun
2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman
Pangan Yang Baik dan Benar (Good
Agricultural Practice). Permentan ini sudah
berumur sekitar 20 tahun sejak diterbitkan dan
perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap
beberapa aspek yang sudah tidak relevan.
Selain itu, Permentan Nomor 48 tahun 2026 ini
bersifat terlalu umum dan berlaku untuk semua
komoditas tanaman pangan (padi, jagung,
sorgum, kedelai, kacang tanah, kacang hijau,
ubi kayu, ubi jalar dan lainnya), sehingga
mengaburkan  tujuannya untuk  prinsip
traceability (produk yang dapat ditelusuri asal-
usulnya dari pasar sampai lahan). Hal lain yang
perlu dilengkapi pada Permentan 48 ini adalah
belum adanya contoh form pencatatan detail
oleh petani dan belum ada standar baku yang
disarankan untuk diterapkan petani.

Penguatan regulasi yang disarankan adalah
melakukan Revisi Permentan No 48 Tahun
2006. Permentan baru yang diusulkan ini
khusus untuk komoditas jagung, yaitu
Permentan tentang Pedoman Budidaya Jagung
yang baik dan benar (Good Agricultural
Practice). Permentan Baru (Revisi Permentan)
ini sebagai pedoman bagi para petani dan para
pemangku kepentingan lainnya untuk budidaya
jagung yang baik dan benar dengan output
jagung yang berkualitas tinggi dan rendah
cemaran aflatoksin (di bawah 20 ppb). Format
Permentan baru ini dapat mengacu pada
regulasi GAP jagung di Thailand yaitu Good
Agricultural Practices for Maize (TAS 4402-
2010) yang mengacu pada FAO Food
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Standards Programme — Codex Standard for
Maize.

2. Pengembangan kawasan pertanian
jagung industri pangan

Kondisi saat ini pertanaman jagung
mempunyai karakteristik yang beragam dari
lahan sawah irigasi, lahan kering tadah hujan,
lahan tumpangsari, dengan topografi hamparan
datar, berbukit dan tersebar dari pulau Sumatra,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara.
Dengan  karakteristik seperti ini perlu
dikembangkan suatu kawasan jagung pangan
yang terintegrasi dengan industri hilirnya.

Menurut Prasetyo dan Setiani (2020) agar
usahatani menjadi lebih efisien, salah satu
strategi yang dapat ditempuh adalah melalui
pengembangan kawasan pertanian dengan
pendekatan keterpaduan sistem antara sisi
penyediaan dan sisi kebutuhan. Pengembangan
kawasan pertanian merupakan satu kesatuan
sistem terpadu mulai dari pengadaan input
produksi usahatani sampai dengan pemasaran
hasil produk-produk pertanian sampai ke
konsumen akhir (Kementan, 2014). Menurut
Mubyarto (2002) terdapat 5 prasyarat yang
harus dipenuhi untuk mewujudkan kondisi
tersebut yaitu:
(1). Tersedianya pasar untuk hasil-hasil
pertanian, (2). Penggunaan teknologi, (3).
Tersedianya sarana dan alat-alat produksi, (4).
Adanya nilai tambah produksi bagi pelaku, baik
secara individu maupun kelembagaan, dan (5).
Tersedianya transportasi.

Pengembangan kawasan
dimaksudkan untuk (1). Meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pelayanan jasa
penunjang, (2). Menjamin keberlanjutan
kegiatan pra produksi, proses produksi, pasca
produksi dalam sistem agribisnis. Kegiatan
yang perlu dilakukan terkait dengan komoditas
jagung untuk industri pangan antara lain adalah
memperkuat sistem usaha tani secara utuh
dalam satu manajemen kawasan yang didukung
oleh ketersediaan prasarana seperti penyediaan
air dan sarana pertanian seperti penyediaan
benih sumber, fasilitasi alat dan mesin

pertanian
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pertanian. Selain itu, perlu juga dilakukan
pemberdayaan kelembagaan petani yang
berorientasi ekonomi serta pemasaran hasil
yang memadai (Prasetyo dan Setiani, 2020).

Berdasarkan data dari Direktorat Hilirisasi
Hasil Tanaman Pangan (2025) terdapat 10
perusahaan pengguna jagung pangan di
Indonesia yaitu PT Tereos FKS Indonesia
(Cilegon-Banten), PT Daesang Ingredients
Indonesia (Gresik-Jawa Timur), PT Sorini
Agro Asia Corporindo (Pasuruan-Jawa Timur),
PT Arena Agro Andalan (Wonogiri-Jawa
Tengah), PT Global Dairy Alami (Subang-Jawa
Barat), PT Kediri Matahari Corn Mills (Kediri-
Jawa Timur), PT Pepsico Indonesia Food and
Beverages (Bekasi-Jawa Barat), PT Sinar
Unigrain Indonesia (Sidoarjo-Jawa Timur), PT
Surya Grain Indonesia (Sidoarjo-Jawa Timur)
dan PT Greenfields Indonesia (Malang-Jawa
Timur). Berdasarkan informasi ini perusahaan
makanan pengguna jagung pangan hanya
terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan mayoritas
berada di Jawa Timur dengan rincian sebagai
berikut yaitu Provinsi Banten (1 Perusahaan),
Provinsi Jawa Barat (2 Perusahaan), Provinsi
Jawa Tengah (1 Perusahaan), dan Provinsi Jawa
Timur (6 Perusahaan). Dengan data tersebut,
pengembangan kawasan jagung rendah
aflatoksin ini idealnya dikembangkan di sekitar
industry tersebut, tidak hanya memudahkan
pemasaran hasil panen, namun juga dapat
mengurangi  potensi  peningkatan  kadar
aflatoksin karena jalur distribusi yang panjang.

Menurut Wisman Djaja (2022), untuk
pengembangan jagung pangan di Indonesia
membutuhkan prasyarat yaitu hamparan luas
dengan luasan sekitar 2.500 ha per klaster,
memerlukan  dukungan alat mekanisasi
pertanian seperti corn combine harvester dan
dryer yang mencukupi, umur panen jagung
yang cukup yaitu antara 110-120 hari, dan jenis
jagung yang ditanam type pipih (dent). Jagung
type dent atau biasa disebut jagung gigi kuda ini
yang dibutuhkan dan memenuhi spesifikasi
industri pangan karena mempunya kadar pati

yang tinggi.
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3. Fasilitasi sarana pengeringan dan
penyimpanan jagung untuk mendukung
produksi jagung rendah aflatoksin

Penanganan pascapanen merupakan saah
satu mata rantai yang krusial dalam budidaya
jagung. Hal ini disebabkan petani umumnya
memanen jagung pada musim hujan dengan
curah hujan yang masih tinggi dan kondisi
lingkungan yang lembab. Umumnya jagung
yang dipanen mempunyai kadar air jagung yang
tinggi berkisar antara 25-35 %. Hal ini jika
tidak ada penanganan yang baik, jagung
berpotensi  terinfeksi  cendawan  yang
menghasilkan aflatoksin (Firmansyah et al.,
2007).

Pengendalian aflatoksin pada komoditas
jagung merupakan aspek krusial dalam
menjamin keamanan pangan dan nilai ekonomi
petani. Kontaminasi aflatoksin, yang dihasilkan
oleh jamur Aspergillus flavus, sering kali
meningkat secara signifikan akibat penanganan
pascapanen yang kurang tepat, terutama pada
tahap pengeringan dan penyimpanan. Oleh
karena itu, fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
(Alsintan) berupa mesin pengering (dryer) dan
sarana penyimpanan seperti silo menjadi sangat
penting. Metode pengeringan yang paling
ekonomis dan umum di Asia adalah
pengeringan matahari, yang mengharuskan biji-
bijian disebar di udara terbuka dalam waktu
lama. Namun, metode ini juga berpotensi
mengekspos biji-bijian terhadap kontaminasi
aflatoksin (Lakshman et. al., 2022). Untuk
mendapatkan jagung dengan kandungan kadar
aflatoksin total di bawah 20 ppb, jagung hasil
panen harus segera dikeringkan dan disimpan di
tempat yg tidak banyak terdapat kandungan uap
air, seperti silo. Namun kendalanya, saat ini
jumlah mesin pengering dan silo tempat
penyimpanan jagung sangat terbatas. Imbasnya
hasil panen jagung dari dalam negeri jumlahnya
sedikit yang memenuhi spesifikasi industri
pangan (Soemanegara, 2022).

Pengeringan yang cepat segera setelah
panen adalah strategi mitigasi utama untuk
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menghentikan pertumbuhan jamur. Kadar air
jagung harus segera diturunkan hingga di
bawah 14% untuk mencegah akumulasi toksin
lebih lanjut. Penggunaan mesin dryer
memberikan keunggulan dibandingkan
pengeringan tradisional yang bergantung pada
cuaca, karena mampu menjamin penurunan
kadar air secara seragam dan cepat meskipun

dalam kondisi kelembapan tinggi.
Keterlambatan dalam proses pengeringan,
terutama lebih dari lima hari, terbukti

meningkatkan risiko kontaminasi berat secara
drastis.

Setelah dikeringkan, jagung membutuhkan
sarana penyimpanan yang mampu menjaga
stabilitas kualitasnya. Silo yang bersih dan
memiliki sistem aerasi yang baik sangat efektif
dalam melindungi biji jagung dari infestasi
serangga dan fluktuasi kelembapan lingkungan
yang memicu pertumbuhan kembali jamur.
Penyimpanan dalam wadah yang tertutup rapat
dan aman  dari  hama  membantu
mempertahankan kadar air rendah yang telah
dicapai selama proses pengeringan. Dengan
integrasi  teknologi  pengeringan  dan
penyimpanan yang memadai, rantai pasok
jagung untuk industri pangan dapat terlindungi
dari ancaman aflatoksin, sekaligus
meningkatkan daya saing produk di pasar
nasional maupun internasional.

4. Peningkatan kapasitas petani untuk
produksi jagung rendah aflatoksin

Pengembangan jagung untuk industri
pangan di Indonesia masih menghadapi
tantangan besar karena belum dilakukan secara
intensif dibandingkan untuk industri pakan
ternak. Padahal jagung memiliki peran strategis
sebagai sumber karbohidrat, protein, dan bahan
baku industri makanan seperti minyak dan
tepung maizena. Peningkatan kapasitas petani
sangat krusial untuk memenubhi standar kualitas
industri pangan, terutama dalam menekan
kontaminasi  aflatoksin =~ yang  bersifat
karsinogenik dan dapat menurunkan nilai jual.
Melalui  penerapan  Good  Agricultural
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Practices (GAP) dan Good Handling Practices
(GHP), petani dapat meningkatkan
keterampilan budidaya serta penanganan
pascapanen yang tepat. Upaya ini tidak hanya
menjamin keamanan pangan, tetapi juga
meningkatkan daya saing produk dan
pendapatan petani secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas petani melalui
penyuluhan dan pelatihan menjadi kunci utama
dalam mentransformasi jagung dari sekadar
pakan ternak menjadi komoditas industri
pangan yang berkualitas. Berdasarkan hasil
penelitian Beyene et.al (2016), penguatan aspek
pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam
penerapan Good Agricultural Practices (GAP)
dan pengendalian aflatoksin, sangat krusial
untuk memenuhi standar industri pangan yang
ketat.

Menurut Amelia et.al (2020), faktor-faktor
yang mempengaruhi kapasitas petani pada
usaha tani jagung yaitu ketersediaan teknologi
informasi, ketersediaan sarana prasarana dan
inovasi, serta penyelenggaraan penyuluhan
meliputi persiapan penyuluhan, pelaksanaan
penyuluhan dan evaluasi.

Momentum ini didukung oleh Instruksi
Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2025 yang
mengalihkan  kewenangan pendayagunaan
penyuluh pertanian dari daerah ke pusat.
Kebijakan ini memastikan standarisasi materi
dan intensitas pendampingan yang lebih merata
secara nasional. Dengan komando pusat,
penyuluh dapat lebih fokus mengarahkan petani
pada budidaya intensif jagung pangan,
menjamin keamanan produk, serta memperkuat
ketahanan pangan nasional melalui integrasi
hulu-hilir yang lebih terstruktur.

Pilihan Kebijakan

Dalam melakukan analisis prioritas
alternatif kebijakan yang diusulkan, telah
dilaksanakan penilaian dengan skoring 1-5 oleh
key person di lingkup Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan Balai Besar Perakitan &
Modernisasi Pertanian (BRMP) Pascapanen
yaitu Direktur, Ketua Kelompok Substansi,
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Ketua Tim Kerja dan PMHP Ahli Madya.

Penilaian dengan metode pengisian
kuesioner melalui  google form  dan
dikombinasikan dengan pendalaman informasi
melalui wawancara. Selanjutnya hasil tersebut
dituangkan ke dalam matriks tabulasi yang
berisi skor rata-rata dari hasil penilaian
responden terkait prioritas alternatif kebijakan
berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan
yaitu efektivitas, efisiensi dan dampak jangka
panjang.

Tabel 1. Skoring Alternatif Kebijakan

Dampak Jangka

No Alternatif Kebijakan .
Panjang

Efektivitas  Efisiensi Total

1 Penguatan regulasi Good Agricultural

Practices (GAP) jagung industry pangan 4 4 8 "

2 Pengembangan kawasan pertanian jagung

) ) 5 4 5 14
industri pangan

3 Fasilitasi sarana pengeringan dan
penyimpanan jagung untuk mendukung 4 2 4 10
produksi jagung rendah aflatoksin

4 Peningkatan kapasitas petani untuk

produksi jagung rendah aflatoksin 4 4 4 12

Sumber: Hasil Analisis (2026)

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan
pengembangan kawasan pertanian jagung
industri pangan adalah alternatif kebijakan
dengan skor tertinggi. Untuk mendukung
kebijakan pengembangan kawasan pertanian
jagung industri pangan, maka digunakan
pendekatan logic model (Knowlton dan Philips,
2013) untuk merancang hubungan sebab-akibat
dari sebuah program/kegiatan serta hasil yang
diharapkan. Kebijakan ini mencakup beberapa
aspek penting yaitu alokasi anggaran,
pembangunan infrastruktur kawasan, sumber
daya manusia, dan kerjasama para pemangku
kepentingan.

Pada tahap jangka pendek, kebijakan ini
memfokuskan pada penguatan struktur dan
standardisasi. Penekanan utama pada tahap ini
adalah peningkatan kesadaran, kemampuan,
dan keterampilan petani dalam budidaya jagung
rendah aflatoksin serta perbaikan teknis di
lahan. Aspek ini meliputi sosialisasi penerapan
GAP ke petani, penguatan prapanen dan
pascapanen dalam rangka mengendalikan
aflatoksin, serta skrining periodik kandungan
aflatoksin baik pada tahap pemanenan,
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pemipilan, pengeringan dan penyimpanan.
Pada tahap jangka menengah akan
berfokus pada aspek integrasi rantai pasok. Hal
yang berkaitan dengan hal ini adalah sertifikasi
produk, traceability dan penguatan kemitraan.

Pada jangka panjang berfokus pada
kemandirian dan keberlanjutan. Hal yang
menjadi perhatian pada tahap ini adalah
diversifikasi produk dan penguatan ekosistem.

Dalam framework implementasi kegiatan
selama 5 tahun, pada Tahun ke-1 merupakan
tahap inisiasi atau perencanaan, identifikasi
potensi dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini
meliputi analisis kesesuaian lahan, analisis
keterjangkauan dengan industri hilir, dan
analisis ketersediaan fasilitas pascapanen.

Pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 merupakan
tahap pengembangan yang menitikberatkan
pada aspek pengembangan infrastruktur dan
fasilitas. Pembangunan fisik ini seperti
pemenuhan pembangunan infrastruktur seperti
jalan, pusat kegiatan, pasar agribisnis dan
fasilitas pendukung lainnya. Pengembangan
fasilitas ini adalah pemenuhan sarana
pendukung seperti benih, pupuk, alsintan
prapanen dan pascapanen, dan fasilitas lainnya.

Pada tahun ke 3 sampai tahun ke-4
merupakan tahap pemantapan kelembagaan
dan kemitraan. Pada tahap ini memastikan
pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana untuk

pengembangan usaha, kelembagaan dan
ekonomi masyarakat di kawasan.
Pada tahun ke 5 merupakan tahap

penyesuaian (adjustment). Substansi
penyesuaian dilaksanakan setelah sebelumnya
dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev).
Berdasarkan hasil monev ini, kebijakan akan
dilaksanakan penyesuaian (adjustment) dengan
umpan balik dari masyarakat dan kinerja aktual
di lapangan.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mendukung pengembangan
kawasan jagung rendah aflatoksin sebagai
bahan baku industri pangan diperlukan
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kerangka kebijakan yang tepat dengan
penguatan peraturan yang mengatur tugas,
wewenang, tanggung jawab serta pelaksanaan
program sebagai acuan yang mengatur prosedur
kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan antar
instansi terkait.

Rekomendasi  kebijakan  ini  akan
dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri
Pertanian tentang Pengembangan Kawasan
Pertanian Jagung Untuk Industri Pangan. Hal
ini karena sudah ada regulasi yang eksisting
terkait pengembangan kawasan secara umum
(tidak spesifik) yaitu Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pengembangan Kawasan Pertanian. Menurut
Indrati (2018) bahwa dalam perundang-
undangan, bahwa peraturan itu bersifat umum,
abstrak dan  terus-menerus.  Sedangkan
keputusan bersifat individual, spesifik, konkret
dan final. Pada Keputusan Menteri Pertanian ini
akan memuat tentang lokasi, luasan
pengembangan jagung pangan di Indonesia dan
konsolidasi usaha serta penumbuhan korporasi
usaha pertanian jagung pangan.

Selain itu, akan dituangkan dalam Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat
Seralia dan Petunjuk Operasional Kegiatan
Direktorat Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan.
Selain itu, Ditjen Tanaman Pangan perlu
menyusun peta jalan (road map) terkait
pengembangan jagung pangan sebagai acuan
bagi  Dinas  Pertanian  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait dalam
pengembangan jagung pangan di Indonesia.

Di samping itu, kerangka peraturan akan
menetapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) untuk budidaya jagung untuk kebutuhan
industri pangan (jagung rendah aflatoksin).
SOP ini disusun untuk memastikan konsistensi
pelaksanaan tahapan budidaya jagung di
lapangan. Hal ini untuk memastikan jagung
yang dihasilkan dapat memenuhi standar
kebutuhan industri pangan, khususnya terkait
kandungan cemaran aflatoksin.
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Dalam rangka pencapaian sasaran,
Direktorat  Jenderal = Tanaman  Pangan
melakukan koordinasi teknis dengan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam
penentuan lokasi fasilitasi sarana pengeringan
dan penyimpanan jagung yang bersumber dari
APBN. Sesuai dengan Peraturan Presiden No
192 Tahun 2024 tentang Kementerian
Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian yang mempunyai tupoksi
penyediaan sarana dan sarana di bidang
pertanian. Koordinasi teknis ini menjadi aspek
krusial dalam pengendalian aflatoksin pada
jagung karena peningkatan cemaran aflatoksin
tertinggi selama tahap pengeringan dan
penyimpanan.

KESIMPULAN

Produksi jagung rendah aflatoksin untuk
memenuhi  kebutuhan industri pangan di
Indonesia masith rendah akibat belum
optimalnya penerapan Good Agricultural
Practices (GAP) serta keterbatasan sarana dan
prasarana pascapanen.

Hasil analisis menunjukkan bahwa
pengembangan kawasan pertanian jagung
industri pangan merupakan alternatif kebijakan
dengan prioritas tertinggi, dengan skor 14
berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan dampak
jangka panjang.

Oleh karena itu, pengembangan kawasan
jagung rendah aflatoksin perlu dilakukan secara
terintegrasi dari hulu hingga hilir, melalui
penerapan GAP, peningkatan kapasitas petani,
penyediaan sarana pascapanen, dan penguatan
keterhubungan dengan industri pangan untuk
mendukung ketahanan pangan nasional.
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